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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017" . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palembang Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menggunakan Teori David C. Korten, dalam teori ini untuk mengukur Implementasi
suatu program dapat dinilai dengan menggunakan tiga dimensi yaitu: 1. Kesesuaian program dengan
kelompok sasaran, 2. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, 3. Kesesuaian antara
kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu Sikap
masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan dan rendahnya tingkat
kesadaran akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian,

Kesimpulannya Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017 belum terlaksana dengan baik karena belum mencapai
Target 100 * dan masih terdapat kendala-kendala di masyarakat yaitu kurangnya partisipasi dan
pengetahuan dalam pelaksanaan program Program Pencatatan Akta Kematian.Disarankan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang harus lebih meningkatkan kinerjanya tugasnya
dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai informasi masalah administrasi
kependudukan, informasi tentang syaratsyarat apa saja yang harus dilengkapi, melakukan
penambahan staf khusus pencatatan Akta kematian dan peningkatan kinerja sumber daya manusia di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencapai target yang telah
ditetapkan,meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumberdaya yang terlibat dalam pelaksanaan
kebijakan akta kematian di Kota Palembang agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang,
Implementasi Program, Pencatatan Administrasi Kependudukan.
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ABSTRACT
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi seperti saat ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi
dasarnya secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus
dipenuhi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan
dalam penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan

public dan pembangunan di bidang lainnya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan
sebagai bagian dari penyelengaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk,
administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan
publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya
perlakuan yang diskriminatif. Pentingnya pencatatan sipil sebagai bentuk pelayanan kepada
masyarakat dan sebagai pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-

Undang.

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta
autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta
bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan
memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah
perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi
diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil,

memiliki arti yang sangat besar. manakala terjadi
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sesuatu Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan
bahwa mereka adalah muhkrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan
cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan

seseorang.

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang.
Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa
penting seseorang, seperti : perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan
pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil
adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas. yang sengaja
diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan
selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, memperoleh
keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem
pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya
menyangkut tentang peristiwa kependudukan. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan
alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal
Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta
perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh
seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data

identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak pada validitas data kependudukan.
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Upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan tidak
sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangkoblangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan
dokumen, namun hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis yang artinya mudah dipahami
oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/
mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital yang dialami penduduk, sehingga
dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki benefit atau
keuntungan bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Kegiatan Administrasi Kependudukan
sendiri dilakukan oleh seorang individu mulai dari ia lahir, selama hidupnya, hingga akhir
hayatnya di instansi yang khusus mengurus tentang kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil yang

terdapat di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Dalam UndangUndang Dasar 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga
negara dan penduduk, yaitu pada BAB X Pasal 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “hal-hal
mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.” yang kemudian diperjelas
kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masing-masing sudah melakukan berbagai
macam upaya pencegahan dan perbaikan dalam sistem kepengurusan dokumen kependudukan,
tetapi masih minim ditemukan adanya peningkatan dari upaya perbaikan tersebut. Kota
Palembang sebagai salah satu wilayah administratif di Indonesia dan merupakan Ibukota Provinsi
Sumatera Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, tentu menyelenggarakan

kegiatan pencatatan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan
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dan Catatan Sipil. Banyaknya penduduk yang hilir mudik, baik yang singgah maupun menetap,
apabila data kependudukannya tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi tumpang tindih

jumlah penduduk yang menyebabkan kekacauan pada sistem kependudukan nasional.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang tahun

2017 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan kecamatan

No. Kecamatan Jumlah
Penduduk
1 Ilir Barat 1l 74.675
2 | Seberang Ulu | 105.434
3 | Seberang Ulu I 110.645
4 Ilir Barat | 158.893
5 lir Timur | 78.223
6 | Hir Timur Il 102.821
7 | Sukarami 189.478
8 | Sako 113.390
9 | Kemuning 93.301
10 | Kalidoni 133.835
11 | Bukit Kecil 48.838
12 | Gandus 75.825
13 | Kertapati 103.877
14 | Plaju 102.410
15 | Alang-Alang Lebar 112.494
16 | Sematang Borang 50.432
17 | Jakabaring 99.658
18 | Hir Timur 111 86.660
Jumlah 1.840.889

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang
Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kota Palembang sebanyak 1.840.889 penduduk yang
terbagi dalam 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Palembang
menjadi tanggung jawab pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan, Pembangunan

sektor kependudukan di Kota Palembang pada hakekatnya merupakan pembangunan penataan
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tertib administrasi kependudukan dengan melibatkan berbagai instansi baik Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kabupaten/Kota,

Kecamatan, Kelurahan serta pihak stakeholder lainnya. Keselarasan dan Keberhasilan
Pembangunan kependudukan memerlukan komitmen dan tanggung jawab moral aparatur
pemerintah, masyarakat dan semua stakeholder yang terlibat sehingga tujuan utama
pembangunan sektor kependudukan yakni Peningkatan Kinerja, Pelayanan terbaik sehingga

tercapai pelayanan prima.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 telah sesuai dengan
pengukuran Kinerja yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja. Adapun pencapaian indikator
sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pemerintah Kota Palembang
dapat diuraian sebagai berikut :

Tabel 2. Pencapaian indikator Kinerja sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja
Utama

No Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Indikator Satuan | Target | Realisasi
1 Meningkatkan Jumlah penduduk ber KTP per % 100 103,83

Kualitas Pelayanan | Jumlah penduduk wajib ber
dan Pencatatan Sipil | KTP

Jumlah kepemilikan Akta % 100 88,55
Kelahiran Usia 0-18 tahun per
Jumlah Penduduk 0-18 tahun

Jumlah kepemilikan Akta % 100 65,96
Kematian per Jumlah
penduduk yang mati
Jumlah kepemilikan Akta % 100 96,09
Nikah per Jumlah pasangan
yang menikah non muslim

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang
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Berdasarkan tabel pencapaian indikator
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pencatatan sipil
yang terdiri dari empat indikator yaitu terkait dengan KTP, Akta kelahiran, Akta
Kematian, dan Akta nikah. Target dari indikator tersebut sebesar 100% dengan realisasi terendah
yaitu jumlah kepemilikan Akta kematian sebesar 65,96% sedangkan yang tertinggi adalah Jumlah
penduduk ber KTP dengan realisasi sebesar 103,83%. Adapun jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya terdapat peningkatan capaian pada indikator jumlah kepemilikan KTP, Akta kematian
dan Akta nikah, namun untuk kepemilikan Akta kelahiran mengalami penurunan capaian dari
110,61% menjadi 85,55% dan tahun 2016 sampai tahun 2017 indikator kepemilikan Akta

kematian tetap memiliki persentase terendah dibandingkan indikator lainnya, seperti pada tabel

berikut:

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kerja Tahun 2016 dengan target

kinerja yang menjadi

sasaran Dinas

Tahun 2017
No Indikator Kinerja Capaian
Satuan Tahun
2016 2017

1 | Jumlah penduduk ber KTP per % 94,88 103,83
Jumlah penduduk wajib ber KTP

2 | Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran % 110,61 85,55
Usia 0-18 tahun per Jumlah Penduduk
0-18 tahun

3 | Jumlah kepemilikan Akta Kematian % 11,39 65,98
per Jumlah penduduk yang mati

4 | Jumlah kepemilikan Akta Nikah per % - 96,09
Jumlah pasangan yang menikah non
muslim

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Secara umum capaian sasaran ini dapat dikatakan telah tercapai dengan baik, walaupun

belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi sesuai target, sasaran tersebut

adalah :
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1. Rasio penduduk ber KTP per satuan Penduduk %

Rasio di dapat dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang berusia >17 tahun
ke atas yang ber-KTP dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah.
Realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 103,83 % dari target yang diharapkan
sebesar 100%, realisasi tahun 2017 meningkat 103,83 % dari tahun

2016 sebesar 94,88%.

Dengan adanya program Pemerintah mengenai E-KTP Pemerintah Kota Palembang
seluruh penduduk di indonesia wajib memiliki, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan
perekaman data penduduk untuk pembuatan E- KTP sampai dengan akhir tahun 2017 dan
sebagian besar penduduk Kota Palembang telah terekam dalam data E-KTP sampai tanggal 31
Desember Tahun 2017 hanya 1.192.783 jiwa yang telah menerima EKTP dari jumlah penduduk
yang wajib KTP sebanyak 1.148.776 Jiwa atau sebesar 103,83 % dengan target cakupan
penerbitan KTP-EL 100% dengan demikian ditahun 2017 target penerbitan KTP-EL Tidak

Tercapai dikarenakan blanko terbatas.

2. Kepemilikan Akta Kelahiran 0 — 18 Tahun.

Kepemilikan akte kelahiran 0 — 18 Tahun pada tahun 2017 sebanyak 425.083 dari target
yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi Tahun 2017 sebesar 88,55%. Keberhasilan pencapaian
indikator ini dikarenakan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sehingga
masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya akte kelahiran serta takut terkena sanksi dari
undang-undangan dimaksud.

3. Ratio Kepemilikan Akta Kematian.
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Kepemilikan akte kematian pada tahun 2017 sebanyak 1.410 dari target yang ditetapkan
sebesar 100%, realisasi Tahun 2017 sebesar 65,98% target tidak tercapai dikarenakan kurangnya
kesadaran masyarakat akan kepemilikian dokumen akta kematian.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam melaksanakan
Administrasi kependudukan selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dalam
pencapaian realisasi kinerja dalam kepemilikan jumlah KTP, Akta kelahiran, Akta kematian dan

Akta nikah, yang disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palembang Tahun 2012 sampai dengan 2017

No

Indikator Satuan Pencapaian Realisasi Realisasi | Target | Capaian

Kinerja 2012 | 2013 | 2014 | 2015 2016 Tahun Tahun %
2017 2017

Jumlah
penduduk ber
KTP per
Jumlah
penduduk % 79,29 | 82,29 | 79,84 | 79,69 94,88 103,83 100 103,83
wajib ber
KTP

Jumlah
kepemilikan
Akta
Kelahiran
Usia 0-18
tahun per % 29,96 | 56,64 | 56,83 | 81,07 | 110,61 88,55 100 88,55
Jumlah
Penduduk 0-
18 tahun

Jumlah
kepemilikan
Akta
Kematian per
Jumlah % 9,76 8,12 10,47 | 10,07 11,39 65,98 100 65,98
penduduk
yang mati

22



Jumlah
kepemilikan
Akta Nikah
per Jumlah
pasangan
yang
menikah non
muslim

% - - - - - 96,09 100 96,09

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Pada tabel Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2012-2017 pada Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil, terdapat beberapa indikator kinerja dalam program penataan administrasi
kependudukan. Dari keempat indikator tersebut terdapat salah satu pogram penataan administrasi
kependudukan yang capaiannya masih sangat jauh dari target , yaitu rasio penduduk meninggal
berakta kematian yang realisasi capaiannya masih tergolong rendah yaitu sebesar 65,98% dari
target akhirnya sebesar 100%. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah
terkait karena target yang dicantumkan tergolong tinggi namun capaiannya masih belum
mencapai dari target akhir yang ditentukan. Padahal akta merupakan salah satu program
administrasi kependudukan yang penting dan harus dimiliki oleh tiap warga yang tinggal di

Indonesia.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti
tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Ada dua jenis akta yang
wajib dipenuhi oleh penduduk pada saat pertama kali hadir di dunia dan ssat terakhir kali dia
berada di dunia (meninggal), yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Akta Kelahiran adalah
Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu
Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh
Pelayanan Masyarakat Lainnya. Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang.
Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enampuluh) hari kerja sejak meninggal dunia,
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kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah
hari kematian. Kegunaan akta kematian ini adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian
waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai
Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi
ahli warisnya. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain
sebagainya. Bagi Pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistic peristiwa yang dapat
digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta

penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Kota Palembang memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Dari banyaknya kasus
kematian yang tinggi tersebut, tidak semua penduduk yang meninggal melakukan kegiatan
pelaporan dan pengurusan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk
itu masih perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah khususnya dukcapil agar masyarakat

sadar dan mau melaksanakan tertib administrasi.

Dalam penjabaran fungsi diatas menyebutkan bahwa beberapa fungsi dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah melakukan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan,
dan penelitian berkas-berkas dari dokumen kependudukan. Jika dilihat dari keadaan di lapangan
yang menunjukan masih banyaknya warga masyarakat yang enggan melakukan pendaftaran
dokumentasi kependudukan dapat menunjukan adanya tantangan baru yang dihadapi oleh
Dukcapil yakni data yang mereka miliki belum pasti. Jika dilihat juga dari jumlah persentase
pembuatan akta kematian yang memiliki posisi terendah dibandingkan dengan program
dokumentasi kependudukan lainnya menunjukan bahwa Dukcapil belum memiliki data kematian

penduduk Kota Palembang secara pasti.
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Besarnya jumlah penduduk Kota Palembang tersebut namun tidak disertai dengan tingkat
kepatuhan akan tertib administrasi kependudukan. Rendahnya tingkat capaian pembuatan akta
kematian menunjukan kalau partisisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan dari
pemerintah masih rendah untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang
memerlukan pelayanan tertib administrasi kependudukan yang berkualitas agar target yang
diinginkan dapat tercapai. Target pencatatan akta kematian masih belum tercapai dikarenakan
dari pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang
sudah meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus
tentang kematian dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya
kepengurusan akta kematian tersebut. Masih ditemukannya kendala dalam melakukan sosialisasi
ke daerah-daerah, terlebih yang sulit dijangkau oleh pemerintah, mengakibatkan persentase

pembuatan akta kematian masih sangat rendah.

Keadaan geografis wilayah yang memunculkan keterbatasan akses pemerintah untuk
sampai ke daerah tersebut dalam rangka sosialisasi kegiatan administrasi kependudukan. Selain
akibat keterbatasan akses tersebut, di beberapa wilayah masih belum merasakan seberapa
pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di daerahnya akta kematian memang
tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti masyarakat suku-suku pedalaman.

Ketidakberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang
mempengaruhinya. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Pencatatan Akta
Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yaitu :

1. Sikap masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan dan

rendahnya tingkat kesadaran akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian. 2.
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Rendahnya tingkat kesadaran akan seberapa pentingnya kepengurusan Akta Kematian.
Kepemilikan akta kematian Pada Tahun 2017 sebanyak 1.410 dari target yang ditetapkan sebesar
100%, realisasi tahun 2017 sebesar 65,98% target tidak tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran
masyarakat akan kepemilikan dokumen akta kematian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai
“Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Palembang Tahun 2017”.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk
digunakan sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang

dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan serta sumber
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informasi ataupun referensi yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain ataupun
bagi civitas akademika yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama yang ingin melakukan
penelitian lanjutan mengenai Implementasi Program.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan
sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah dalam merencanakan,
mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan/ program yang ditetapkan khususnya di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
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